
PEMERINTAH   PROVINSI   KALIMANTAN   TENGAH

DINAS SOSIAL
Jalan Mayjend D.I Panjaitan  No.12 Telp. (0536) 3221582 FAX. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.46; `64 mINsos.I

TENTANG

PHJABAT PHNGHLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KHPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIRANTAN TENGAH

Meninbang           :    a.   -ba'hwa daiam rangka optimalisasi peiaksanaan iayanan `inrormas`i dan

dokumentasi   kepada   publik   di   lingkungan   Pemerintah   Provinsi

Kalimantan  Tengah,  perlu  dibentuk  organisasi  yang  melaksanakan

pengelolaan infomasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;

b.   bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi  dan

dokumentasi kepada publik,  dilakukan penyesuaian terhadap susunan

dan   keanggotaan   PPID   PEmeANTU   di   Lingkungan   Pemerintah

PaeEfinsi Kalinamfan Tengal;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan.

Mengingat            :    i.   `thdaHg-Undang Nomor' 2±  Tarn  ±958 tentang penctapan undang-

Undang Darurat Nomor  10 Tahun  1957 tentang Pembentukan Daerah

Swatantra  Tingkat  I  Kalimantan  Tengah  dan  Perubahan  Undang-

Undang Nomor 25  Tahun  1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Swatantra   Tingkat   I   Kalimantan   Barat,   Kalimantan   Selatan   dan

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor  53,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

±294} Sehagai LTridang-LTedang {Lemha=an Nega=a Bfpife!i±± Indenfsia

Tahun   1958   Nomor   62,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 1622 );

2.   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );



3.   Undang-undang  Nomor  25   Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik

{I£±aeharan   Nngara   Repi!hlik   Lndenesja  Tah±In  20.Q9   Nomer   112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503 8);

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

LJndang   Nom®r   23    Tah±m   2014   ±enfang   Pemerrfuahan   Deer:ah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 61   Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    2008    tentang    Keterbukaan

Informasi  Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor  99,  T"ambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149 );

6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik

(Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 );

7.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang

Pedoman   Pengelolaen   Pelayanan   Informasi   dan   Dokumentasi   di

LengkREgan Kersen±eLriaa Dalam Nngeri den Pemerinta±iaae Dafff:ah;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri RI   Nomor 35  Tahun 2010   tentang

Pedoman   Pengelolaan   Pelayanan   Informasi   dan   Dokumentasi   di

Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintahan  Daerah

( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245 );

9.   Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1   Tahun  2010  tentang  Standar

Layanan Informasi Publik;

10. Paeafufan Kemisi  hifermasi Nomer  1  Tal±±a 2Q13  tee±ang PrQsed!±r

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5  Tahun 2013

tentang  Penyelenggaraan  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);



12. Peraturan   Gubemur   Kalimantan   Tengah   Nomor   63   Tahun   2015

±en±ang Pedsman S±andar Opegusienal Pejahat Pengeto!a lnfermasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (  PPID  )  PEMBANTU

DINAS SOSIAL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,

dengan  susunan sebagaimana tercantum  dalam Lampiran sebagai  bagian

yang tidak teapisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat  Pengelola  lnformasi  dan  Dokumentasi  (  PPID  )  PEMBANTU

sebagainana dinral±s±rd pada dife!!m KESATLT €er:dire alas :

a.    Atasan PPID PEhAI3ANTU : Kepala Dinas Sosial

b.   Ketua : Sekretaris Dinas

c. ,   Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

d   Kaerdinator PPH) : - Kasiifehag Penyusunan Program
- Kasubbag Keuangan dan Aset

e.    Bidang pelayanan lnformasi :

-     Bidang Rehabilitasi sosial

-     Bidang penanganan Fakir Miskin

-     Bidang pemberdayaan sosial

-     Bidang perlindungan Jaminan sosial

-     LPTP,SBR

-     UPTPSKW

-     UPTPSTW

-     UPT BinaLaras pambelum

i    Bidang Dckuffiserfu Aria :
-     YUANINA SUKMARATRI, SH;

-     AI"AD ARIF TSALATSA, SE;

-     DESSY KATIHRINA, S.Pd;

-     NANDI,A.Md.

9.   Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa :
-     Bidang Rehabilitas sosial

-     Biding penanganan Fckir Miski=q



-     Bidang pemberdayaan sosial

-    Brdang pedindtmgan Janirm sosial

-     UPTPSBR

-     UPTPSKW

-     UPTPSTW

-     LH'T Birahaaspambe!urn

KETIGA

REEveAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tim  Pertimbangan  Pelayanan  Infomasi  sebagaimana  dimaksud  dalam

Diktum KEDUA huruf c, mempunyal tugas sebagai berikut :

a   memhahas dan memberikan per±ideangan +alas jenis infermasi  yaeng

dikecualikan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

b.   membahas    dan   memberikan    pertimbangan    atas    keberatan    dan

penyelesaian sengketa informasi; dan

c.    membahas  dan  memberikan  pertimbangah    atas  berbagai  persoalan

yang terkait dengan pelaksanaan layanan   informasi dan dokumentasi

di  Lingkungan    Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Tengah  kepada

pl!|`!il;.

Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   (PPID)   PEhAI3ANTU

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas

sebagai berikut:

a.    merencanakan,   mengoordinasikan,   melaksanakan,   mengawasi,   dan

mengevaluasi     pelaksanaan     kegiatan     layanan     informasi     dan

dek±±men±asi di lined=!±ngan Dines Sosial Previnsi Kaliman±an Tengah

kepada publik; dan

b.    melakukan  koordinasi  dengan  unit  kerja  terkait  di  bidang  layanan,

pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan

dan penyelasalan.

Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  sebagaimana  dimaksud

pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala SOPD selaku Atasan PPID PEueANTU.

Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   dalam   melaksanakan

tngasnya  dihant!±  olch  PS}ahat  Pengele!a  Lnformasi  dan  Dok!±menfasi

PEMBANTU sebagai bagian dari unit keja.

Untuk    kelancaran    pelaksanaan    tugas    pengelolaan    informasi    dan

dehaaeen±asi    saeara    ted±aerdinasi,    Kepala    Dines    Sasial    Provinsi



Dokumentasi  (PPID)  PEMBANTU  Dinas   Sosial  Provinsi   Kalimantan

Ten8ah.

KHDHLAPAN

KESEMBELAN

Biaya   yang   timbul   akibat   Keputusan   ini   bersumber   dari   Anggaran

Pendapatan dan Belanj a Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (  PPID  )  di

Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ini  mulai  berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal  6 Janunri 2022

¥`ifetr*+±6:8'#j7riL[M,:;--:`:f-:€;:TF¥mEP_;feag%fJ;*£;9[5i2ioo3
S.Pd.' M.Pd

Tembusan disampalkan kepada Yth :
1.    Gubemur Kalimantan Tengah di palangka Raya
2.    Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3 ,    PPID UTAMA pemerintali provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Infomatika,

Persandian den Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4.    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengch di Palangka Raya
5.    Inspektur provinsi Kalimantan Tengah di palangka Raya



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor        :     188.46/154DINSOS.I
Tanggal     :     6Januari2022
Tentang     :     Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID )

di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

SUSUNAN I)AN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAsl aTplDt pEMBANTu DINAs sOsIAL DI LINGKUNGAN

DINAS SOSIAL  PROVINSI KALIMANTAN THNGAH

JABATAN DALAM PPID KHTERANGAN JABATAN/INSTANSI

Atasan PPID PEhAI3ANTU Kepala Dinas Sosial

Sekretaris

Sekretaris Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Koordinator PPID -     Kasubbag penyusunan program

-     Kasubbag Keuangan dan Aset

Bidang Pelayanan Informasi -     Bidang Rehabilitasi sosial

-     Bidang penanganan Fakir Miskin

-     Bidang pemberdayaan sosial

-     Bidang perlindungan Jaminan sosial

-     UPTPSBR

-     UPTPSKW

-     UPTPSTW

-     UPT Bina Laras pambelum

Bidang Dokunentasi Arsip -     YUANINA SUKMARATRI, SH;

-     AI"ADARITSALATSA, SE;

-     DESSY KATIHRINA, S.Pd;

-     NANDI,A.Md.

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa

-     Bidang Rehabilitasi sosial

-     Bidang penanganan Fakir Miskin

-     Bidang pemberdayaan sosial

-     Bidang perlindungan Jaminan sosial
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